
Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Sungai Penuh Nomor : S- 
681/WPB.06/KP.03/2017, tanggal 26 Oktober 2017 
Perihal Perihal Permintaan Penyesuaian (Revisi) Kepala 
Daerah, perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

b. bahwa agar penyaluran Dana Desa dapat dilakukan sesuai 
dengan waktu dan tahapannya, perlu merubah beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Rincian Serta Prioritas Penggunanaan 
Dana Desa Tahun 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci 
Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan, Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Serta Prioritas 
Penggunanaan Dana Desa Tahun 201 7. 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

Menimbang 

BUPATI KERINCI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 3 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

TAHUN 2017 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Rep blik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

.., 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016 ten tang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 253); 

12. Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 160); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigra.si Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7 
(Berita Negara Republik Indoneesia Tahun 2016 Nomor 
1883); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
201 7 Nomor 552); 

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 
ten tang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pernantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
532); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Namer 112/PMK.07 /20 l ? 



Pasal I 

J 
..... t 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tah un ) 1 7 
ten tang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penctapan Rine. iu r I 

Serta Prioritas Penggunanaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupa tci. 

Kerinci Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai bcrik .it: 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN SERTA PRIORITAS 
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. 

Menetapkan 

Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Sungai Penuh Nomor S-681/WPB.06/KP.03/2017 Perihal 
Permintaan Penyesuaian (Revisi) Peraturan Kepala Daerah. 

Memperhatikan 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2016 tentang APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 
8); 

25. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2017 (Berita Daerah Ka bu paten 
Kerinci tahun 2016 Nomor 59); 

26. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2017 Nomor 3); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

21. Peraturan Daerah Kabuaten Kerinci Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2014 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2016 Nomor 5); 



Pasal 20 
(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan <WL! 

pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 
(2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan derigan Keputus..n 

2. Ketentuan Pasal 20 Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebag.i: 
berikut: 

(6) Penetapan rincian Dana Desa setiap besa sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I dan lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

besaran Alokasi Dasar Kabupaten 

besaran Dana Desa Kabupaten 

rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa 
kabupaten 

Z4= 

rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas 
wilayah desa kabupaten 

Z3= 

rasio jumlah penduduk miskin setiap desa 
terhadap total penduduk miskin desa kabupaten 

Z2= 

rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total 
penduduk desa kabupaten 

Zl= 

Alokasi Formula Setiap Desa AF setiap 
Desa = 

AF setiap Desa = {0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * 
(DDkab - AD1rab) 

Pasal 6 
(1) Perhitungan rincian Dana Desa untuk masing-masing Desa dialokasikan 

secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. alokasi dasar; dan 
b. alokasi Formula. 

(2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar sebesar 
Rp. 720.442.000,-. 

(3) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai 
berikut: 
a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk desa; 
b. 35% (tiga uluh Limapersen) untuk angka kemiskinan desa. 
c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah desa; dan 
d. 30% (tiga puluh lima persen) untuk Tingkat Kesulitan Geografis desa. 

(4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan georafis Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan 
oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa. 

(5) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

.. 



Pasal40 
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran. 
b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 

dari 30% (tiga puluh persen). 
c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas 

fungsional di daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan terhadap penyaluran Dana 

Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD 
tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap l , 
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sis:· 
Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besa da:·; 
30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dnp.r: 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan kepada K pdld 
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan tidak dapat disalurkan kembali pm!;, 

4. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal32 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

out put Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati. 
(2) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Dana Desa 

terdiri atas : 
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya. 
b. laporan realiasasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun 
anggaran · sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari 
tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I 
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan. 

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : 

(4) Penyaluran Dana Desa ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I paling cepat bulan Maret dan Paling Lambat bulan Juli 

sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh 

persen). 
(5) Penyaluran dana desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah 
Dana Desa diterima di RKUD, dan setelah desa melampirkan persyaratan 
pencairan 



AFRIZAL. HS 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR 

ADIROZAL 

Diundangkan di Sungai Pen h 
pada tanggal t~ N~IZ 201 7 

/PAT! KERINCI, 

I 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal IS NOVember 201 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

.. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(8) Rekomendasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum 
batas waktu tahapan. 


